PERBAIKAN JEMBATAN, JALAN LINGKAR PURWODADI DITUTUP TOTAL
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Isi Berita:

Murianews, Grobogan — Jalan Lingkar Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah akhirnya
ditutup total sejak dua hari terakhir. Penutupan akan dilakukan karena terdapat proyek
rehabilitasi jembatan di jalan lingkar Purwodadi itu selama dua bulan ke depan.

Kendaraan roda besar seperti truk fuso dan semacamnya dialihkan ke jalan Pantura. Kanit
Turjawali Satlantas Polres Grobogan Ipda Arie Eko mengatakan, pihaknya sudah
memasang banyak banner pengumuman di beberapa titik. Dia menyatakan, banner-banner
tersebut bahkan terpasang di wilayah Blora maupun Demak, yang merupakan daerah
sekitar Grobogan.

”Satlantas Polres Grobogan telah memasang imbauan kepada masyarakat berupa banner-
banner yang dipasang mulai dari Kabuaten Blora maupun di Kabupaten Demak,”
ungkapnya, Kamis (6/6/2024) sore.

Melalui imbauan-imbauan itu, Arie Eko berharap kendaraan-kendaran besar melintas di
jalur pantura. Sehingga, tidak melintas di area perkotaan Purwodadi yang membikin arus
lalu lintas padat, bahkan menyebabkan kemacetan.

Dia mengatakan, untuk mengupayakan kelancaran arus lalu lintas di perkotaan, pihaknya

melakukan penilangan terhadap truk-truk besar yang nekat melintas.
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”Kendaraan-kendaraan besar untuk sementara diimbau untuk melintas ke jalur pantura.
Upaya Satlantas di Kota Purwodadi, kami lakukan tindakan tegas tilang manual kepada
kendaraan besar yang nekat melintas. Kita suruh putar balik agar tidak melintas di Kota
Purwodadi,” imbuhnya.

Sementara itu, Darmawan, salah satu petugas pelaksana proyek tersebut menyatakan, saat
ini sudah mulai dilakukan pembongkaran di jembatan tersebut. Untuk pengerjaan
rehabilitasi jembatan di jalan lingkar Purwodadi diperkirakan dilakukan tiga hingga empat
minggu, kemudian perawatan selama satu bulan.

”Pengerjaannya total 60 hari kalender. Kenapa lama, karena nunggu betonnya (sempurna)
butuh 28 hari, ya satu bulan. Kalau pekerjaannya saja, itu satu bulan,” kata dia.

Sebelumnya diberitakan, proyek rehabilitasi jembatan di jalan lingkar Purwodadi senilai Rp
1,9 miliar mulai dikerjakan. Akibatnya, seluruh kendaraan dialihkan ke jalur lain.
Kendaraan kecil diperbolehkan lewat Pantura, sedangkan kendaraan besar dialihkan ke

pantura dan jalur lain. (Saiful Anwar)
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Catatan :
e Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan
Pengeluaran Daerah.

b. Pasal 24
1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah

dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
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2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a) Belanja Daerah; dan
b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27
ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.
Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara
lain b. belanja modal.
Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk
menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan
yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh

Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

e A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai
berikut:

a.

Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk

melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.

. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi

manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi
pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk

menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber

daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat
untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian
Daerah.
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e D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok
belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan,
digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi,
dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai
oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :
Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat
suatu instansi
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